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MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali
janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu
menggelisahkan kamu.”

[QS Ar-Rum 60]

“Dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang
telah diusahakannya sendiri”

[QS An-Najm (53): 39]

“Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always
hope for a successful future.”

“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah
disakiti. Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menonton.”

[Mark Twain]
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 sebagai
pengganti Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi
daerah di Indonesia.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan
keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki
sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya
otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah
daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem
akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya
pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana
dengan sistem desentralisasi secara transparan, efesien, efektif, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Menurut Herawaty 2011, dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah
daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama,
pertanggungjawaban vertikal kepada pusat, kedua, pertanggungjawaban horizontal

kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah
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daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Akuntabilitas
publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas ke dalam bentuk fungsinya,
program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat
dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (public disclosure), dan
masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan
(Purba, 2013). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi
atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat
waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam
rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak
untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak
menuntut pertanggungjawaban. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good
governance) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu
mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik
secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.
Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik.
Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan
dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara,
akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
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pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan
suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran Kkinerja
dan pelaporan kinerja (Rasidi 2011). Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi
pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah
melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan
publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan
akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan non keuangan
(BPKP, 2002). Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem
akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di
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instansi masing-masing. Selanjutnya Pimpinan instansi bersama tim kerja harus
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja
yang dicapainya.

Laporan keuangan pemerintah belakangan ini memunculkan isu-isu strategis
yang harus mendapat perhatian serius, seperti (1) Adanya opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) masih belum baik; (2) Maraknya Korupsi Pejabat Publik, Birokrasi dan
Pengusaha; (3) Kebocoran dan pemborosan anggaran Negara; (4) Reformasi
Birokrasi masih Jalan ditempat ; (5) Penegakan Hukum Masih lemah; (6) Praktek
demokrasi yang sarat dengan money politic; (7) Penerapan SPIP (Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah) harus segera dipacu.

Oleh karena itu dengan adanya hal tersebut agar perwujudan akuntabilitas
keuangan pemerintah tidak mudah dicapai tanpa adanya beberapa unsur pendukung.
Seperti kesamaan langkah dalam pencapaian tujuan pemerintahan secara efisien dan
efektif, pengelolaan aset negara dengan aman, laporan keuangan yang andal dan
mematuhi peraturan yang berlaku (Samarinda, 2010).

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi
Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara
umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi
para pengawas keuangan negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi

memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas
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laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak
pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini
yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan
keuangan negara. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu
untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai
dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus
dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan
daerah.

Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman
akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting
yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya
hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam
rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi
publik. Akan tetapi kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem
akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak
terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu guna
mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan ketaatan atas
peraturan perundangan yang telah berlaku (Riantiarno & Azlina, 2011).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zulharman (2015) tentang
pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan
ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah SKPD kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan Zulharman
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(2015) terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Zulharman (2015) adalah
SKPD kota Pekanbaru sedangkan penelitian menggunakan objek penelitian SKPD
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil uraian di atas dalam latar belakang permasalahan dan hasil
penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD),
Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ogan Komering Ilir .”

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan
yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1.  Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?

2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)?

3. Bagaimana pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?

4.  Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD),
Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan secara

bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
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1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Peraturan Perundangan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

4.  Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD), Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan
secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP).

1.4. Manfaat Penelitian

a) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis
akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai
referensi bagi peneliti selanjutnya.

b) Aspek Praktis
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Manfaat yang diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
sumbang saran bagi pemerintah daerah Ogan Komering Ilir dalam mencapai

akuntabilitas instansi pemerintah.
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